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ABSTRACT

THE ROLE OF NCO IN MAKES POLICY PUBLIC
(STUDY OF 1606 MILITARY DISTRICT WEST LOMBOK)

WARIS ARI NUGROHO
(email : waris.ari@gmail.com)
Indonesia Open University

Key word : Making the public policy, the role of Babinsa.

The purpose of this research is to provide description on'the role of Babinsa (NCO
assigned to monitor an area, one or more villages) and-tovfind it’s supporting factors and
obstacles especially under the 1606/Military DiStrictvWest Lombok in making public
policy. This research become important because there are indications that publics
organizations make their policy without coprdination with the other organizations as source
of information.

This research use qualitative ‘method. Data use in this research is qualitative data
which are primary data. Analysis(performed in accordance with analyzing skill based on
facts.

The research found{hat Babinsa performing their duties based on direct order from
Danramil (Sub-District Comniander), coordination with village administrators and direct
interaction with the society in order to perform national resilience function, invetarizing
and maintaining natural resources, Human resources and Man-made resources and other
activites to identify other potentials in its area. Babinsa routinely submit report to Danramil
as part of their responsibility. Babinsa in1606/Military District Command of West Lombok
have great potential regarding source of information, strengthening policy implementation
and evaluating the policy itself. The task of Babinsa in secure or normal condition is
identical to research function and as counterpart of the society, it need working
environment , knowledge and skill in using it. Those are some of the obstacles , but the
main one in regards of making the public policy is the unwillingness of public
organizations to work across the department.

Suggestion that could be made after the research is public organizations in making
their public policy on one or more villages consult Babinsa, but in broader area should also
involve Danramil because informations from Babinsa are also given to their superior.
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ABSTRAK

PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK (Studi Pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat)

WARIS ARI NUGROHO
(ematl : waris.ari@gmail.com)
Program Pascarjana Universitas Terbuka

Kata kunci : Perumusan Kebijakan Publik, Peran Babinsa

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan/gambaran peran Babinsa dan
menemukan faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa Kodim1606/ Lombok Barat
dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ir1 penting, karena ada indikasi organisasi
publik dalam merumuskan kebijakan tidak mielakukan koordinasi dengan organisasi lain
yang mempunyai sumber informasi.

Desa riset yang digunakan adalah pepelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan
adalah data kualitatif, umumnya “beripa data primer. Kajian dilakukan dengan
mengandalkan kemampuan analisis-Sesudi dengan fakta yang ditemukan.

Temuan yang diperolehatalah Babinsa dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan
pengarahan langsung yang diberikan oleh Danramil, ragam koordinasi dengan aparat di
desa dan secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat guna menjalankan fungsi
ketahanan nasional, inventarisasi dan pemeliharaan SDA, SDM dan SDB serta ragam
kegiatan lain untuk, lebih mengenal potensi yang ada di wilayah binaan. Babinsa
memberikan laparan Secara rutin pada Danramil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas. Babinsa di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat mempunyai potensi
yang besar terkait dengan sumber informasi, penguatan implimentasi kebijakan dan
evaluasi kebijakan yang ada di wilayah binaan. Tugas Babinsa dalam kondisi ketahanan
yang aman atau normal akan lebih edintik sebagai fungsi riset dan sekaligus sebagai
pendamping di masyarakat, sehingga diperlukan bantuan media kerja dan sekaligus
pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaannya. Faktor tersebut muncul sebagai
penghambat, tetapi penghambat utama dalam hubungan dengan perumusan kebijakan
publik adalah keengganan organisasi publik untuk bekerja lintas departemen.

Saran dalam penelitian ini adalah organisasi publik hendak merumuskan kebijakan
pada satu desa atau kelurahan, maka sangat penting melibatkan Babinsa, tetapi jika dalam
wilayah yang lebih luas dapat melibatkan Danramil, karena ragam informasi dan para
Babinsa telah diberikan pada atasannya.

e
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Penelitian Terdahulu

Kebijakan publik dalam berbagai pendekatan, seperti perumusar; analisis kebijakan,
dan evaluasi telah dilakukan oieh peneliti terdahulu déngan”obyek yang beragam.
Kebijakan publik yang tepat sasaran dalam memeécahkan permasalahan dengan
mengoptimalkan peran dari bagian tertentu aparatur negara, khususnya Babinsa relatif tidak
ditemukan. Penelitian terdahulu ditampilkan_dengan obyek penelitian yang berbeda
mengenai kebijakan publik.

Igbal (2008} metakukan-penclitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus”. Penelitian terdahulu ini
ditampilkan tidak fokus\pada bagaimana hasil yang dicapai dari perumusan kebijakan BLT,
tetapi bagaimana BLT muncul sebagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan
BLT muncul sebagai suatu alternatif pilihan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan
masyarakat harus dipastikan sebagai alternatif kebijakan yang paling tepat atau mempunyai
bias yang paling kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau setidaknya
memberikan bantuan pemecahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat pada periode
terkait,

Faktor penghambat dalam penerapan BLT (lgbal, 2008) adalah adanya

kecemburuan di antara peneriman BLT, disebabkan kondisi ekonomi yang relatif sama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Masyarakat mempunyai persepsi kondisi ekonomi sosial yang sama dengan penerima,
sehingga menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Kerja yang dijalankan oleh
pemerintah desa dan kelurahan adalah melakukan rembug untuk menentukan masyarakat
yang mendapatkan BLT, tetapi fakta di lapangan tetap menyebabkan kecemburuan.

Konteks di atas menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena kurangnya informasi
atas kondisi dari masyarakat yang akan dijadikan sebagai subyek dari penerima program
BLT. Program BLT dalam impiementasinya tidak tepat saSaran.dan dapat berdampak pada
pembentukan perilaku yang tidak produktif. Kontels jini yang menjadi dasar kajian
penggunaan potensi yang dimiliki negara dalani merumuskan setiap kebijakan publik.

Penelitian di atas dijadikan dasaruntuk rwelakukan kajian dalam penelitian ini, yaitu
bagaimana perumusan kebijakan dengan menggunakan potensi aparatur negara dalam
perumusan kebijakan publik. ‘Keteépatan dalam mendapatkan informasi kondisi sosial
ekonomi suatu wilayah, potensi wilayah dan lainnya menjadi faktor penentu ketepatan
dalam perumusan_kebijakan publik. Perumusan kebijakan yang kurang tepat berdampak
pada alokasi anggaran yang tidak efektif, bahkan cenderung aplikasi di lapangan sebagai
pemuncul rush.

Fakta bahwa kebijakan BLT yang dirumuskan oleh negara dinyatakan tidak efektif
dalam memecahkan masalah. Hal ini memberikan pembuktian bahwa informasi awal,
pengelolaan aspek-aspek yang terkait sehingga muncul implementasi kebijakan ini pada
dasarnya tidak valid. Informasi yang tepat dan luas dibutuhkan sebelum merumuskan suatu

kebijakan, termasuk sasaran dari kebijakan tersebut. Data penduduk miskin dan lainnya
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tidak dimiliki sebagai dasar pemberian BLT, sehingga muncul kecemburuan sosial di dalam
masyarakat. Kondisi ini yang akan dihindari, jika dalam perumusan kebijakan oleh negara
menggunakan sumber informasi yang tepat, berdekatan dengan akar permasalahan dan
mempunyai fungsi aktual berupa pengumpulan dan pemeliharaan data, SDA, SDM, dan
SDB diwilayah kerjanya.

Bappeda dan Undip (2007) melakukan penelitian dengan_judul”’Kebijakan Publik
Bagi PKL di Lokasi Strategis di Kota Semarang”. ~Penelitan ini bertujuan untuk
merumuskan kebijakan publik dan evaluasi dalam snefigatur pertumbuhan PKL di Kota
Semarang. Keberadaan PKL tidak dapat dikoritekskan sebagai suatu yang negatif, tetapi
juga memberikan kontribusi positif atas/penyediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Pemerintah Kota Semarming ‘telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang
mendukung kebijakan ~pengelolaan kegiatan PKL. Fakta yang ada masih terjadi
pelanggaran oleh .masyarakat, untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai perumusan
kebijakan publik yang tepat. Analisis dengan menggunakan. Aparatur dan dinas yang
terkait dengan pengelolaan PKL di Kota Semarang adalah UPD PPKL, Bagian
Perekonomian, Tata Usaha Pemerintahan Umum, Satpol PP, Pemkot Semarang, Dinas PU,
PPJP, Kecamatan dan Kelurahan.

Analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Hasii analisis menunjukkan

bahwa lokasi PKL yang ada sekarang telah bersesvaian dengan peraturan, kecuali ada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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kepentingan lain akan dilakvkan tindak lanjut. Aplikasi lebih lanjutnya adalah pemerintah
berkewajiban melakukan :

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang kota
Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
Menyediakan sarana dan prasarana umum

Penanganan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial
Pengendalian lingkungan hidup

AR ol o el

Penelitian di atas, menunjukkan keberadaan Balfinsa sebagai aparatur yang
mempunyai fungsi pendataan potensi wilayah dan aspek‘lain” yang berhubungan dengan
kondisi ekonomi, sosial masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan tata kota, termasuk
dalam penyusunan perda. Hal ini memberikan fakta bahwa tidak semua potensi aparatur
digunakan, sehingga selalu melakukan keria ulang dengan membutuhkan dana dan waktu
yang lebih banyak, serta kemungkinan’bias informasi karena dilakukan pengumpulan data
dalam waktu yang terbatas,

Kayana (201 1% melakukan penelitian dengan judul “Pengorganisasian Perencanaan
Desa: Kajian Desa)Kolongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor”. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Kolongsawah yang
banyak tidak terserap dalam Musrenbangdes. Tujuan kajian ini adalah :

I. Untuk memperoleh pengetahvan faktual berupa penjelasan pengorganisasian
mengenal pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM),
pembentukan Tim Pemandu Musyawarah Desa oleh TPM, dan Persiapan teknis
pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor.

2. Untuk memberikan informasi yang objektif tentang kajian desa secara partisipatif
dan dialogis di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Penelitian didesain sebagai penelitian kualitatif, dengan cara melakukan
pengamatan yang mendalam serta melakukan desain pemikiran untuk menghubungkan satu
temuan dengan temuan lain serta didukung dengan konsep teori yang ada. Simpulan yang
dirumuskan penelitian ini adalah :

1. Pengorganisasian Musrenbang desa mulai dari pembentukan \TPM Desa, Tim
Pemanduw/Kelompok Kerja, persiapan teknis pelaksanaaimusyawarah dan
kajian desa secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimai.

2. Dokumen yang dihasilkan Musrenbangdes 2010 merupakan rekayasa ulang dari
data sebelumnya, dalam arti tidak diadakan/musrérnibangpun laporan dapat
dibuat.

Permasalahan pertama di atas menjadi cikah bakal permasalahan dalam proses
lanjutan Musrenbangdes. Seringkali kerja yang pada dasarnya berasal dari temuan kondisi
faktual di masyarakat dikaburkan dengan, rencana kerja yang telah dipersiapkan oleh
pemerintah desa. Akhir dari kesalahandalam seluruh proses ini adalah Musrenbangdes
muncul sebagai rutinititas, \fidak’ memberikan nilai yang bermakna, karena hanya
mengulang hasil pada periode sebelumnya.

Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kayana (201 1) bahwa peran Babinsa
tidak terlihat dalam Musrenbagdes. Peneliti tidak menjadikannya sebagai responden, begitu
juga dengan keterlibatannya dalam Musrenbagdes tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa
potensi aparatur negara yang mengetahui kondisi sumberdaya dan permasalahan yang ada
di wilayah terkait tidak dilibatkan. Kondisi ini secara otomatis menyebabkan hasil dari

Musrenbagdes tidak bersifat menyentuh akar permasalahan ekonomi dan sosial yang

dihadapi oleh masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
15



41420.pdf

Tiga penelitian terdahulu di atas mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu
bagaimana merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dalam makna dapat
menyentuh permasalahan ekonomi dan sosial dengan tepat. Kebijakan bukan sebatas
kemampuan berpikir, tetapi diperlukan relevansi antara kebutuhan masyarakat, potensi dan
permasalahan sosial yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan akan
dapat mengatasi permasalahan dasar masyarakat. Masyarakat tidak secara terus menerus
berada pada permasalahan yang sama pada setiap periede. Penggunaan potensi aparatur
negara yang mengetahui informasi, mempunyai ddta potensi dan permasalahan ekonomi
dan sosial dari suatu wilayah sangat diperlukan.traian spesifikasi penelitian ini diberikan
pada setiap pembahasan hasil penelitianterdahulu yang memberikan gambaran perbedaan
dan persamaan riset yang akan dilakulan’

Penelitian Igbal (2008) miemberikan temuan bahwa ada bias sasaran dari kebijakan
BLT. Temuan ini memberikan pertimbangan yang lebih mendukung bahwa dalam
perumusan kebijakan publik sangat diperlukan pengelolaan informasi, Fakta yang ada
dalam setiap kebijakan selalu dilakukan pengumpulan data ulang, lebih pada kegiatan
insendental, satu sisi ada aparatur negara yang mempunyai fungsi dalam pengelolaan
informasi di setiap desa, yaitu Babinsa. Kajian ini fokus pada analisis peran Babinsa dalam
memberikan informasi atau peran aktif dari organisasi publik lain dalam menggunakan
hasil kerjanya pada setiap perumusan kebijakan publik.

Penelitian Kayana (2011) juga memberikan pembuktian bahwa informasi sangat

dibutuhkan pada perumusan kebijakan, terutama informasi mengenai kebutuhan
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masyarakat pada setiap bentuk pembangunan. Penelitian yang akan dilakukan memberikan
salah satu altemmatif pemecahan masalah terkait dengan pentingnya informasi pada setiap
kebijakan publik. Babinsa mempunyai fungs: dalam suatu desa untuk menghimpun
informasi SDM, SDA, SDB, permasalahan sosial, ekonomi dan aspek lain yang ada di
suatu desa. Pengkajian bagaimana menggunakan peran Babinsa oleh\Setiap organisasi
publik, termasuk pada saat Musrenbang menjadi sangat pentirig.”Konteks ini juga
memberikan dasar kerja koordinasi antar fungsi yang ada dalam sistem pemerintahan,
bukan bekerja hanya untuk kepentingan organisasi secara yértikal.

Kebiasaan dalam kerja organisasi publik di-Indonesia adalah kebijakan publik
dikaji, dirumuskan dan diimplementasikanhanya dalam internal organisasi dan lintas
organisasi secara vertikal. Penting/uptuk mengetahui adanya organisasi publik lain atau
fungsi aparatur tertentu yang mempunyai pekerjaan khusus, terkait dengan informasi yang
ada pada suatu wilayah..Pekerjaan rutinitas dari aparatur dalam menghimpun informasi
akan jauh lebih banyak-dan lengkap, jika dikaitkan dengan kerja pengumpulan data potensi
dan permasalahan“pada suatu wilayah dengan kerja insedental. Penelitian ini dilakukan
untuk memberikan pembuktian bahwa Babinsa menjalankan salah satu fungsinya atau tidak
dalam menghimpun informasi, bagaimana kerja aktual dalam pemanfaatannya sebagai
dasar untuk merumuskan kebijakan publik, khususnya terkait dengan kebijakan untuk
memecahkan permasalahan mendasar, berupa ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai dasar pembuktian bahwa informasi dalam

pengambilan keputusan kebijakan publik sangat dibutuhkan agar bersifat tepat sasaran, baik
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pada bentuk kebijakan dan subyek penerima kebijakan. Penelitian terdahulu yang
ditampilkan menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan
vang fokus pada pengelolaan informasi dalam pengambilan kebijakan publik oleh
organisasi publik.

Penelitian Iqbal (2008) fokus pada implementasi kebijakan pliblik, kebijakan telah
dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis kemanfaatan dari, kebijakan BLT dalam
memecahkan permasalahan kemiskinan. Penelitian yarig)akan™ dilakukan bukan pada
implementasi kebijakan, tetapi bagaimana organisasi publik di Kota Mataram, Kabupaten
Lombok Barat dan Lombok Utara dalam meriggunakan informasi yang dimiliki Babinsa
sebagai personal yang mempunyai fungsi pengelolaan informasi potensi ekonomi (SDM,
SDA dan SDB) serta ragam permasalahan ¢konomi dan sosial yang ada di tingkat terbawah
masyarakat. Babinsa dalam “pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan
masyarakat, sehingga dapat dinyatakan sebagai kantong informasi kebutuhan masyarakat.

Penelitian «Kayana (2011) mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan
dilakukan, yaitu pentingnya informasi dalam pembangunan. Perbedaannya terletak pada
telaah sumber informasi. Penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran dari Babinsa
sebagai personal yang memiliki informasi dan bagaimana organisasi publik
memanfaatkannya, Arah kajian ini bukan hanya pada saat Musrenbang, tetapi dalam
seluruh proses kerja yang dijalankan organisasi publik di wilayah penelitian melibatkan
personal yang memiliki informasi, baik saat perumusan kebijakan, selanjutnya

implementasi hasil, pendampingan dan evaluasi kebijakan.
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Organisasi publik perlu mulai berbenah, koordinasi sangat perlu dijalankan antar
organisasi publik yang ada, tidak ada lagi konsep bahwa keberhasilan satu aspek menjadi
keberhasilan satu organisasi publik. Penegasan ini diperlukan, untuk menghindari biaya
mahal dalam setiap proses perumusan kebijakan, bias informasi dan akhirnya masyarakat
tetap terkungkung dalam permasalahan kemiskinan, rendah pendidikan” dan rendah
kesehatan.

Adanya permasalahan implementasi kebijakan¢ perid” ditampilkan penelitian
terdahulu yang melakukan kajian mengenai implementasi Kebijakan publik. Triyuni (2008)
melakukan penelitian dengan judul “Implemé¢ntasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten
Jembrana Bali”. Penelitian ini mengkaji_ tetapan komponen-komponen yang ada dalam
model Edward 11l pada implementisi-kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana Bali.
Komponen yang ada dalam/model Edward III, terdiri atas komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur  Organisasi. Temuan dalam penelitian ini bahwa masih belum
optimalnya peran faktor komunikasi dan sumber daya, khususnya menyangkut aspek peran
birokrasi dalam mengkomunikasikan program-program pendidikan kepada masyarakat,
walaupun keberhasilan program ini bukan hanya ditunjang oleh peran pemerintah tetapi
periu partisipasi masyarakat. Komponen tersebut lebih dibutuhkan pada program-program
yang bersifat jangka panjang, karena memerlukan pemahaman lebih mendalam oleh aparat
birokrasi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan layanan

pendidikan.
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Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan publik oleh Babinsa, bukan dari kerja
kesatuannya (TNI), tetapi bagaimana Babinsa dilibatkan dalam impiementasi kebijakan
publik (organisasi publik lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas
lain yang berhubungan dengan kerja yang dilakukan Babinsa pada wilayah teritorialnya).
Penelitian yang akan dilakukan dipastikan berbeda dengan penelitiani yarig dilakukan oleh
Tryuni (2008), karena organisasi yang dikaji- adalah organisasi, terkait’ yang merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan publik. Berbeda dénigan’penelitian ini, bagaimana
Babinsa dilibatkan oleh organisasi publik lain dalam itnplementasi kebijakan publik sama
dengan kajian untuk perumusan kebijakan publik, {erkait dengan pelibatannya melalui
potensi informasi yang dimilikinya.

Penelitian yang akan dilakukan pada dasamya lebih banyak pada perumusan
kebijakan publik, sementara implémentasi kebijakan hanya sebagai tambahan untuk melihat
keterlibatan Babinsa dalam\ pelaksanaan kebijakan publik di desa atau kelurahan. Konteks
ini tetap pada konsep pelibatan, bukan sebagai wujud dari kebijakan publik satuan kerjanya
sendiri (saiuan kerja TNI). Perumusan kebijakan dapat dinyatakan sebagai aspek penting
dari kebijakan publik, karena akan menentukan hasil atau capaian dari kebijakan publik
tersebut. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Susilawaty (2007) yang berjudul
“Analisis Kebijakan Publik dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota
Tasikmalaya”.

Penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dalam

bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya belum bersifat menyeluruh,
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karena belum dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. Implementasi yang dijalankan
hanya berupa pelaksanaan program Jamsostek, sementara kebutuhan atas keselamatan dan
kesehatan kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perumusan kebijakan publik menjadi
acuan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga penelitian ini fokus pada
pelibatan semua potensi dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam perymusan kebijakan
publik tidak hanya melibatkan internal orgaﬁisasi publik, tetapi seluruh potensi yang ada.

Fakta yang ada, perumusan kebijakan publik oleh ofganisési publik seringkali hanya
memperhatikan potensi atau sumber daya internal, sehifigga implementasi kebijakan yang
diperuntukkan bagi masyarakat tidak tepat sasaran. Kebijakan publik yang berjalan di
masyarakat tidak saling menimbulkan pelipatan’ makna (multiflier effect), bahkan dapat
saling membiaskan. Koordinasi /antar -organisasi publik sangat diperlukan, guna
mempercepat penuntasan masalal yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian yang akan
dilakukan juga akan memberikan perhatian pada sikap dari Babinsa (bagian dari sumber
daya TNI) dalam, mé€mberikan bantuan, baik pada tahap perumusan, implementasi dan
evaluasi kebijakan~pada organisasi publik yang mempunyai sasaran kebijakan publik di
desa pada wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat.

Penclitian yang berupaya untuk menemukan model yang tepat pada implementasi
kebijakan dilakukan oleh Muhdi (2012), dengan judul “Model Implementasi Kebijakan
Pendidikan Kota Semarang pada Era Otonomi Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah
mendapatkan model implementasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah di Kota

Semarang. Konsep penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang
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menggunakan acuan model tertentu secara teori, dengan upaya untuk menemukan
komponen dalam model (teori) telah dijalankan atau tidak.

Temuan dalam penelitian ini adalah model yang dapat diterapkan untuk
mempercepat penuntasan masalah pendidikan di Kota Mataram berupa model implementasi
interaktif, partisipatif, fungsi manajemen dan good governance. Temuan dalam penelitian
ini menunjukkan perlunya penyerapan dari ragam model yangtada) bukan hanya dengan
menggunakan satu model. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa upaya untuk
menggunakan sumber daya dari organisasi publik/lain sgangat diperlukan, bukan hanya
menggunakan sumber internal. Model Edward’ |1}, hanya menjelaskan sumber daya internal
sebagai pendukung kebijaan publik yang akan dilaksanakan. Seyogyanya, perhatian pada
sumber daya organisasi publik lain diperlukan, sehingga kebijakan publik yang diarahkan
pada masyarakat mempunyai’ménfaat berganda, dari adanya kebijakan publik yang telah
ada di masyarakat tersebut dari-organisasi publik lainnya.

Ragam penetitian terdahulu di atas dapat dipastikan berbeda dengan penelitian yang
akan dilakukan, kare¢na fokus kajian pada peran Babinsa dalam perumusan kebijakan publik
serta implementasi dan evaluasi. Peran tersebut sebagai wujud pelibatan oleh organicasi
publik lainnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya hanya memberikan perhatian pada
pengelolaan sumber daya untuk perumusan dan implementasi kebijakan pada internal

organisasi publik lainnya.
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2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan secara umum mempunyai makna lebih operasional dari strategi,
setidaknya dilihat dari pengertian yang diberikan Supriyono (1996:274), sebagai penjabaran
strategi induk dan substrategi pada tindakan yang akan diambil, tentu dengan dasar
pertimbangan atau analisis yang mendalam. Analisis yang biasa dilakukan adalah analisis
potensi intemal dan kelemahannyé, serta kondisi ekstemal berdampak-pada pembentukan
keuntungan atau kerugian. Dalam konteks pemerintahan/ddpat’dimaknai sebagai kondisi
yang menstimulus tindakan yang dipilih dapat lebih’ diperiancar atau sebaliknya dihambat
dari realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan sesuai uraian tersebut tidaklepas dengan kondisi intemal perumus
(badan) dan kondisi eksternal atau dapat-dinyatakan sebagai hasil penyesuaian kondisi
intermal dan eksternal badan. Makna’ini sejalan dengan pengertian yang diberikan Fiedrick
dalam Kismartini dkk. (2005:1) sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan“dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Kebijakan dapat dipastikan untuk
memecahkan permasalahan atau untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, baik
jangka pendek ataupun jangka panjang.

Kebijakan (policy), jika dihubungkan dengan proses perencanaan dan pengendalian,
maka dapat dikategorikan sebagai tahap perumusan program, anggaran, pelaksanaan, dan

evaluasi. Dalam konteks ini lebih mendekati bagaimana proses perumusan kebijakan,
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pelaksanaan, dan evaluasi dijalankan dengan melibatkan pihak-pthak terkait. Konsep ini
mengacu pada pengertian kebijakan yang diberikan Laswell dan Abraham dalam
Kismartini dkk. (2005:1), yaitu “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik
yang terarah”. Dapat dipastikan dalam setiap kebijakan terdapat program yang akan
dijalankan, biaya yang dianggarkan serta adanya tujuan yang ditetapkan,

Robinson dan Pearce (1997:20) memposisikan kebijakan sama dengan strategi
operasional atau strategi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi atau departemen sebagai
wujud implementasi dari perencanaan strategis. Komsep, ini'perlu diberikan agar kebijakan
tidak disamakan dengan strategi secara umuni atau dapat lebih memahami definisi yang
diberikan Amara dalam Kismartini dkk. (2005:1) dengan memasukkan kata strategi,
lengkapnya definisi kebijakan yang-diberikan adalah “suatu taktik dan strategi yang
diarahkan untuk mencapai sgatu tujuan”. Strategi dalam definisi tersebut bukan dalam
makna luas, tetapi dalant-makna’strategi operasional.

Suharto (2005:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “cara bertindak yang dipilih
untuk mengarahkan dalam pengambilan keputusan”. Kebijakan dapat dijadikan sebagai
pedoman operasional dari pemerintah atau rekanan atas penyelesaian atau pengerjaan suatu
aspek untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan tertentu.

Guna mempermudah memaknai kebijakan, Kismartini dkk. (2005:1) membuat
simpulan dari beberapa definisi yang yang dirumuskan para ahli, bahwa dalam makna
kebijakan terdapat makna atau komponen sebagai berikut :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang
berpihak pada kepentingan masyarakat.
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2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Rancangan yang dihasilkan telah

berupa program dan proyek-proyek.

3. Usulan tindakan dapat berasal dari perorangan atau kelompok dari datam ataupun

luar pemerintahan.

4. Terdapat penyediaan input, berupa sumber daya manusia maupun bukan

manusia.

Konteks terakhir tersebut memberikan penegasan dalam kebijakan juga terdapat
anggaran dana untuk dapat memperoleh sumber daya yang memadai dalam melaksanakan
program agar hasil kerja yang dicapai sesuai dengan tujuandyang telah ditetapkan. Uraian
ini telah cukup untuk memahami kebijakan, selanjutnya‘adalab‘makna publik.

Publik mempunyai makna masyarakat umum; kepentingan orang banyak, berpihak
pada masyarakat dan makna lain yang lebih _fokus pada masyarakat luas. Negara bukan
mempunyai makna publik, karena dalam perkémbangan seringkali tidak terjadi sinkronisasi
antara apa yang dijalankan oleh .negara bersesuaian dengan pemenuhan keinginan
masyarakat. Implikasi dariCkensep publik adalah tidak ada konsep dan tindakan
deskriminasi, sehingga “kegiatan aktual, pelayanan yang diterima masyarakat berjalan
dengan konsep'keadilan dan pemecahan masalah secara terus menerus sehingga tercipta
kehidupa ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Makna kebijakan dan publik telah diberikan, selanjutnya periu diberikan definisi
mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik dalam persepsi yang dibangun dalam
penelitian ini adalah berupa program kerja yang mendapatkan perhatian aktual dari
pemerintah untuk dilakukan dengan wujud alokasi anggaran dan alokasi sumber daya

lainnya (sumber daya manusia/SDM, sumber daya alam/SDA dan sumber daya

buatan/SDB) untuk memecahkan permasalahan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
25



41420.pdf

masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan sosial. Persepsi peneliti terlebih dahulu
diungkapkan, selanjutnya diberikan dasar penetapan sesuai dengan konsep yang dibangun
oleh para pakar.

Kebijakan publik dapat didefinisikan dari pendapat Lindblom dalam Wahab
(2004:2) sebagai :

An extreme complex, analitical and political process to_which there is no beginning
or end, and boudaries of which are most certain, somehow a complex set af forces
that we call policy making all taken together, produces effects called policies (suatu
proses yang sangat kompleks yang bersifat’ analitis dan politis yang tidak
mempunyai awal dan akhir dan batas-batas ddri proses tersebut pada umumnya tidak
pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut
pembuatan kebijakan yang menghasilkan suatwakibat dinamakan juga kebijakan).

Definisi kebtjakan publik ini meniberikan kondisi faktual dari suatu kebijakan yang
diformulasikan oleh pemerintah dengan” prosedur dan sistem yang kompleks. Pada
pemerintahan Indonesia, baik di pémerintahan daerah atau pusat, perumus kebijakan
(pemerintah) harus melalakan koordinasi dengan DPR/DPRD sebagai kumpulan konteks
politik. Suatu program anggaran yang tepat dan berimplikast pada pemecahan masalah
terkadang menjadi‘buntu, karena kekuatan lain dalam konteks politik. Hal ini yang
menyebabkan kebijakan publik menjadi kompiek, rumit, dan birokratis.

Muatan intelektualitas dalam prakteknya melekat dalam kebijakan (termasuk
kebijakan publik) seperti pernyataan Dunn (2003:1) terkadang bias dengan adanya
kekuatan lain, seperti yang dimaksud dalam definisi tersebut. Kebijakan publik yang
dirumuskan dengan cepat oleh pejabat negara, untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya

mendesak, terkadang mendapatkan tantangan dari kekuatan yang ada dalam sistem.
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Kebijakan publik oleh Dye dalam Kismartini dkk. (2005:1) relatif memmpunyai
makna yang sama, yaitu :

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang

dapat ditetapkan dalam peraturan perundangan atau dalam pernyataan kebijakan

(policy statement) yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan

pejabat politik serta pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan

program-program dan tindakan pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijaﬁan publik mancul sebagai aiternatif dari
suatu tindakan aktual, bahkan termasuk tidak melakukasni suati- tindakan. Artinya adalah
memilih dari suatu kegiatan, dengan tidak memilili kégiatan tertentu dan alternatif lain
yang dikerjakan merupakan suatu kebijakar. Konteks tersebut sangat berisiko untuk
dinyatakan kebijakan, tanpa ada alokasi\/dari sumber daya atau nilai guna untuk
menciptakan nilai yang lebih tinggi(

Smith (2003:8) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “
A proposed course \of action of a person, group or government within a given
environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed
to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or
purpose(sebuah usulan kegiatan atau aksi yang diusulkan individu (aparatur negara
atau kelompok atau pemerintah) dalam lingkungan yang meliputi hambatan dan
kesempatan, melalui penggunaan nilai dan hasil yang diusahakan untuk
memecahkan masalah dan pencapaian tujuan).

Zheng Wu et al. (2005:1) menegaskan bahwa usulan kegiatan dan aksi tersebut
harus mengalami perubahan secara terus menerus, karena adanya perubahan kondisi, baik
perubahan tuntutan dari masyarakat serta kondisi lingkungan ekstemnal yang
melingkupinya. Artinya kebijakan publik yang baik dalam suatu pemerintahan yang

berbeda perlu dilakukan penyesuaian, agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan.
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Rasheed (2000:1) memberikan penegasan bahwa perhatian atau kebutuhan
masyarakat menjadi penting dalam perumusan kebijakan publik. Praktek yang terarah dari
kebijakan publik sangat penting, karena semakin sadar masyarakat atas haknya, maka
tuntutan atas kualitas kebijakan publik menjadi semakin besar. Definisi kebijakan publik
menurut Kismartini dkk. (2003:9) menyatakan bahwa kebijdkari publik sebagai
“pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh ‘anggota masyarakat” perlu
mendapatkan telaah lebih lanjut. Definisi tersebut hanya’dapat berlaku dalam pemerintah
yang otoriter atau tidak menerapkan demokrasi derngan baik. Peningkatan nilai dalam
kebijakan publik harus dapat diterima oleh shasyarakat, baik secara langsung atau tidak
langsung.

Kebijakan publik untuk (lebih® jelasnya perlu diberikan informasi mengenai
pendekatan peningkatan korisew, selanjutnya memberikan penjelasan mengenai kondisi
lingkungan, fokus perhatian, dan tantangan, berikut penjelasan yang diberikan Kwon dan
Matheson (2003:12):

1. Environtmental; hight uncertainty and risk, partnership among government,
business, civil society, globalisation, pressure for credibility and predictability.

2. Main focus; governance arrangement, policy focus, incentives for effectiveness,
Jjoined up, citizens focus, integration, coordination (vertical, horizontal), outcomes
Jocus, longer term focus, multy purpose ministry, cross-cutting issues, risk
managemen and innovation.

3. Challenges; how to balance different approaches/values, capacity-building for
adaftation to emerging challenges, creating new partnership among stakeholders

Kebijakan publik dalam pendekatan pengembangan, temyata perlu dibina kerjasama

bukan hanya antar organisasi publik (termasuk personal atau aparatur negaranya), tetapi
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juga terkait dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Arti pentingnya adalah semua pihak
perlu dilibatkan, sehingga sumber daya dikelola semaksimal mungkin {wujud kerja
integrasi dan koordinasi), sehingga nilai yang dihasilkan dalam memecahkan masalah
masyarakat semakin tinggi.

Upaya untuk mencari kerjasama oleh pemerintah sangdt ditekankan dalam
menjalankan kebijakan publik. Aspek penting lain yang perlu diperhatikan, dengan melihat
fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat adalah riencari solusi pendekatan suatu
masalah dengan terapan yang relatif tidak berbedal antar alternatif pendekatan yang
berkembang dalam masyarakat. Masyarakat pada.periode akhir ini seringkali menunjukkan
perilaku yang melawan kebijakan publik; bahkan dengan cara membuat alternatif
tandingan. Dapat dilihat pada kasps Prita; koin untuk membayar denda yang ditetapkan
oleh hakim, terakhir koin untul( pembangunan kantor KPK dan ragam lain perlawanan
masyarakat atas kebijakan \publik yang diputuskan oleh pemerintah. Informasi ini telah
menjadi publikasi.umuiit dalam berbagai media.

Suharno (2007:13) membedakan jenis kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Kebijakan subtansif, kebijakan yang mecnyangkut apa yang akan dilakukan

pemerintah.
. Kebijakan prosedural; bagaimana kebijakan subtansif dapat dijalankan.
. Kebijakan distributif;, menyangkut distribusi manfaat pada masyarakat atau
individu
4, Kebijakan re-distributif; kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan,
pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
5. Kebijakan material; kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya
konkrit pada kelompok sasaran.

6. Kebijakan simbolis; kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada
kelompok sasaran.

W

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
29



41420.pdf

7. Public good; kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau
pelayanan publik

Pemerintah sebagai pelaku utama kebijakan publik, karena sebagai pengelolaan
kekayaan negara perlu berupaya semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan yang tepat
sasaran dan dilakukan dengan prosedur yang tepat pula serta alokasicsumber daya yang
optimal. Terwujudnya hal tersebut, maka informasi atas permasalahan subtansial

masyarakat sangat diperlukan, sehingga kebijakan yang muntul-dapat bersifat tepat sasaran.

3. Model Kebijakan Publik

Kebijakan publik diselenggarakan oleh..pemerintah, dalam prakteknya menjadi
domain usulan dan pelaksanaan organisasi publik. Kerangka sistem pemerintahan Indonesia
ada kerja koordinasi dengan legislatif (DPR untuk kebijakan publik pemerintah pusat dan
DPRD untuk kebijakan publik‘pemerintah daerah), dalam praktek pelaksanaannya dapat
membangun kerjasama“dengan pihak lain (swasta). Syaft’i (2008:87) menyatakan bahwa
prosesnya meliputi sikius perumusan formulasi, impelementasi dan evaluasi kebijakan.

Terdapat enam model dalam perumusan kebijakan publik, yaitu model
kelembagaan, model kelompok, model elite, model rasionai, modei inkremental dan model
sistem (Dye dalam Syafi’i, 2008:89). Model kelembagaan dalam kebijakan publik
dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintah (institutional policy as institutional
activity). Terapan kebijakan publik berdasarkan model kelembagaan ditetapkan, disahkan,

dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga pemerintah yang
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berlangsung. Ada hubungan yang kuat antara kebijakan publik dengan lembaga
pemerintahan secara formal.

Model kelembagaan, kebijakan publik dinyatakan sebagai kebijakan negara,
terdapat tiga cirinya (Syafi’i, 2008:90), yaitu :

1. Pemerintah membenkan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan 'di mana kebijakan
pemenntah pada umumnya di pandang sebagai kewajiban_ secara hukum dan
dipatuhj oleh masyarakat.

2. Kebijakan pemerintah bersifat universal; bersifat.umupi dan menjangkau semua
lapisan masyarakat.

3. Pemerintah mempunyai hak monopoli untuk mémaksa semua anggota masyarakat
patuh terhadap suatu kebijakan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar
kebijakan.

Kebijakan publik dalam model elembagaan lebih dekat dengan makna mengikat
masyarakat, tidak fokus pada manfaay dari kebijakan tersebut sebagai pemecah masalah
yang dibadapi oleh masyarakat, Mode! kelembagaan lebih dekat sebagai pendekatan
dengan ilmu politik (Syafi’t, 2008:90).

Model kebijakan pubiik yang menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatiannya
diberikan oleh model kelompok (growp theory). Kebijakan publik dalam model kelompok,
dinyatakan sebagai hasil keseimbangan kelompok (policy as group equilibrium). Interaksi
antar kelompok dalam masyarakat sebagai pusat perhatian kebijakan publik. Makna dalam
kelompok ini dapat bersifat fermal dan informal, yang tercipta dari kesamaan kebutuhan
dan disuarakan atau dituntut pada pemerintah. Syafi’i (2008:91) menyatakan bahwa “g

share-attitude group that makes certain claims upon other group in the society” (suatu
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kelompok yang mempunyai sikap-sikap yang sama dalam mendesakkan tuntutannya
terhadap kelompok lain dalam masyarakat).

Kebijakan publik dalam pendekatan model kelompok mempunyai pemikiran inti
bahwa perumusan kebijakan harus menciptakan keseimbangan antar kelompok, sehingga
kebijakan yang muncul pada periode sekarang dapat memecahkasi mdsalah masyarakat
dengan lebih baik, begitu juga dengan periode lanjutannya akan, dapat lebih efektif dalam
memecahkan masalah masyarakat. Hal ini dapat terjadi/jika perumusan kebijakan publik
mengetahui permasalahan mendasar yang ada didnasyafakat, perilaku masyarakat serta
sumber daya yang dapat digerakkan untuk megnpercepat pemecahan masalah masyarakat.

Kebijakan publik dalam pendekaian thodel kelompok mempunyai pemikiran bahwa
kebijakan publik yang dirumuskan akarn selalu mengalami perbaikan. Masyarakat sebagai
sasaran dari kebijakan publikmempunyai daya dalam memperjuangkan kepentingan
kelompoknya, sehingga-kemungkinan konflik dapat terjadi. Pemerintah harus berupaya
untuk melakukan«penyeimbangan dengan mengatur kompromi atas kepentingan kelompok
(Syafi’i, 2008:92).

Era demokrast di Indonesia, peran legislatif yang terdiri atas berbagai latar belakang
politik dan kepentingan yang diwakili (masyarakat) mengharuskan pemerintah mempunyai
kemampuan dalam melakukan tawar menawar, kompromi, dan negosisasi (Santoso, 2010).
Membiasnya tidak dengan cara melakukan negosiasi, kompromi dan tawar menawar, maka
sangat diperlukan aturan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. Praktek

perumusan kebijakan di Indonesia dengan ciri ragam budaya, kelompok, dan daerah sangat
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rentan dengan perilaku yang tidak baik dalam mendapatkan perhatian pemerintah atas suatu
kebijakan publik.

Suatu model dalam kajian ilmu pengetahuan merupakan cerminan dari konsep teori
dan subyek yang menjadi perhatian, sehingga muncul bentuk terapan yang berbeda. Model
elit memberikan gambaran pihak yang berada tersebut dengan jumlgh yang kecil, sebagai
penéuasan atau penentu kebijakan dan banyak masyarakat sebagay pibak yang diatur.
Konsep penting dari model ini adalah adanya pemekaran” bahwa terapan kebijakan publik
selama ini tidak bersifat merata. Kebijakan publik dapdt saja bukan cerminan dari tuntutan
masyarakat, tetapi ditentukan oleh masyarakat vang perannya sebagai penguasa (Santoso,
2010).

Asumsi dalam model elit kebijakanpublik (Syafi’i, 2008:93) sebagai berikut :

1. Masyarakat terbagi ‘dalam dua bagian, yaitu masyarakat dengan jumlah yang
sedikit serta \mémiliki kekuasaan dan masyarakat banyak, tetapi tidak
mempunyai Kekuasaan.

Kelompaok elit mempunyai kekuasaan dan menguasai perekonomian masyarakat
Perubahan posisi kelompok non elit menjadi elit sangat sulit terjadi

Kelompok elit berupaya untuk menjaga sistem atau kelas sosial tersebut
Kebijakan publik sering mencerminkan keinginan kelompok elit

Pengaruh rakyat atau kelompok besar sangat kecil

AN el N

Kondisi ini dapat tergambar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Para elit
berada di berbagai sektor penting, sehingga kekuasaan untuk merealisasikan kebijakan
publik selalu mclewati seleksinya. Eksekutif dan legislatif di Indonesia, merupakan
kelompok elit, jika berasal dari masyarakat banyak, maka akan berubah menjadi kelompok

elit dan akan berupaya untuk mengamankan posisinya. Kondisi yang sangat parah adalah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
33



41420.pdf

pihak yang dijadikan rekanan atau mitra yang berasal dari masyarakat oleh pemerintah juga
berasal dari elit, sehingga prakteknya masyarakat hanya menjadi pekerja atas kebijakan
publik tersebut.

Spesifik kewarganegaraan kelompok elit dalam model tersebut tidak diberikan
penjelasan karena fakta yang ada penguasa perekonomian di Iindonesia’bukan hanya elit
WNI, tetapi juga elit WNA (baik dalam konteks individu atawbadan). Apabila rancangan
kebijakan politik mengedepankan elit non WNI, maka dapat/dipastikan bahwa manfaat
kebijakan publik akan bersifat minim dan akan menyebabkan gap kondisi sosial ekonomi
antara kelompok elit dan non elit yang semakii tinggi:

Model rasional (rationalism) ~yaiti model yang memberikan perhatian atas
formulasi kebijakan publik secara ‘efisien. Model ini menegaskan bahwa dalam
mewujudkan tujuan tertentu yang ditetapkan dengan cara efisien (policy as efficient goal
achievement). Efisiensi_merapunyai makna maksimalisasi pencapaian tujuan dengan
anggaran tertentu atau-pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal. Manajemen efisiensi
dinyatakan maknanya sebagai “mengerjakan sesuatu dengan benar” (Handoko, 2000:51).
Penting bagi pihak perumus kebijakan untuk mencari alternatif kebijakan yang terbaik,
dengan memperhatikan aspek tujuan dan beban biaya yang dikeluarkan.

Less cost {rendah biaya) perlu menjadi perhatian, bukan dalam makna mengurangi
anggaran. Anggaran dinpayakan sebesar-besarnya untuk kebijakan publik, tetapi yang
menjadi penekanan adalah pencapaian hasil atau pewujudan tujuan yang sebesar-besarnya,

jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Konteks ini relevan dengan konsep otonomi
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daerah, yaitu more welfare dan less cost, dari setiap strategi dan kebijakan yang
dirumuskan oleh pemerintah (Osbome dan Plastrik, 1997).
Beberapa catatan penting yang diberikan Syafi’i (2008:94) atas model rasional
dalam kebijakan publik agar dapat terwujud tujuan dengan maksimal :
1. Pembuat kebijakan harus termotivasi untuk mencapai tujuay’ maksimal, bukan
tujuan kekuasaan, status dan lainnya.
2. Pembuat kebijakan termotivasi atas tujuan dan‘ kemajuan, dalam makna
kemajuan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran atau investasi yang besar tetap dengan upaya untuk mencari alternatif
kebijakan yang terbatk.
4. Analisis alternatif sudah pasti dilakukan’dengdn analisis informasi manfaat dan
risiko dari keputusan terkait.
5. Diperlukan kemampuan proyeksi d@tas hasil dari setiap kebijakan publik yang
menjadi pilihan.
6. Diperlukan pendekatan untuk/melakukan analisis biaya dan manfaat
Menyimak uraian tersebut/pada‘d4sarmnya bentuk pernyataan negatif dari kritik atas
merupakan model kebijakan’ publik-rasional. Suatu kritik harus diupayakan untuk menjadi
pernyataan positif, karena sctiap model pada dasammya mempunyai kelemahan, tetapi
perhatian organisasi publik dan pihak lain yang terlibat dalam memperhatikan singkronisasi
biaya dan pencapdian tujuan sangat penting pada setiap kebijakan publik. Pencapaian
tujuan yang dimaksud adalah pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat
atan kebijakan lain yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Model inkremental merupakan kebijakan publik yang mendasarkan diri pada upaya
untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan serta relatif tidak fokus pada upaya

untuk peninjauan atas kebijakan yang telah dirumuskan {Santoso, 2010).
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Model ini dapat dinyatakan sebagai kritik dari model kebijakan rasional.
Pertimbangan dari model inkremental adalah (Syafi’i, 2008:95):
. Tidak mempunyai waktu, intelektualitas dan biaya untuk melakukan penelitian
dan temuan atas nilai sosial masyarakat.

2. Keraguan atas hasil dari kebijakan yang tidak pernah dibuat atau dirumuskan
sebelumnya.

3. Adanya hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertdhankan.

4. Menghindari konflik dalam proses negosiasi kebijakan baru

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan bahwa(suatu model juga muncul dari
upaya untuk memberikan perbaikan atas model seb€lumnya, dengan pemikiran bahwa
model yang diajukan lebih mendekati konsep dari kebijakan publik dalam memecahkan
permasalahan masyarakat dan kondisi aktual dari faktor penentunya. Model berikutnya
adalah model sistem, memberikan penegasan bahwa kebijakan publik terbentuk dari suatu
kombinasi sub sistem, proses/dan -guput (Santoso, 2010). Model ini dapat digunakan
sebagai dasar dalam mendeKati’ Kebijakan publik dengan menggunakan potensi Babinsa.
Input terkait dengan“kondisi informasi, sumber daya alam dan sumber daya lain yang
dijadikan sebagai penentu kebijakan publik yang akan diambil. Tentu model ini akan
dikombinasikan dengan model lain dengan melakukan seleksi muatan positif dari setiap
kebijakan publik.

Model kebijakan publik lain yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah model
proses. Model proses lebih memperhatikan bagaimana kebijakan publik dirumuskan.
Santoso (2010) mengidentifikasi tahapan proses pembentukan kebijakan publik, sebagai
berikut :

1. Identifikasi/pengenalan masalah
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Perumusan agenda
Formulasi kebijakan
Adopsi kebijakan
Implementasi kebijakan
Evaluasi kebijakan

AN

Model ini memberikan perhatian pada bagaimana proses kebijakan publik
dirumuskan. Hubungannya dengan kebijakan publik di Indonesia, /maKa ada desain dan
proses yang dijalankan, karena ada hubungan kerja antar orgarisasi publik. Kebijakan dari
organisasi publik harus mendapatkan persetujuan dan DPR,viahapnya terjadi pada awal
periode anggaran sesuai dengan KUA (Kebijakan Upiuin Anggaran), di mana tertera

bentuk kebijakan, jenis kegiatan, dan tujuan yang.dicapai (Bastian, 2006:260).

4. Pentingnya Kebijakan Publik

Rakyat atau masyarakat/merupakan obyek dan subyek dari kebijakan publik, dalam
makna sebagai pelaku darindlternatif kebijakan publik dan sekaligus sebagai obyek yang
akan diselesaikan “permasalahannya. Kemiskinan, kurangnya {apangan pekerjaan,
pendidikan rendah) kesehatan yang buruk dan lainnya merupakan suaty kondisi yang
dirasakan secara aktual oleh rakyat, peran pemerintah untuk memformulasikan kebijakan
publik agar berbagai permasalahan tersebut dapat dengan cepat diselesaikan. Fakta yang
ada sampai saat ini masyarakat masih dilingkupi oleh permasalahan dasar tersebut.

Mahmudi (2007:214) menegaskan bahwa aspek permasalahan dasar tersebut terdiri
atas permasalahan kesehatan, pendidikan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar tersebut masih menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan

masyarakat, terbukti dengan banyaknya penduduk yang masih berada pada kriteria miskin.
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Artinya masyarakat masih banyak pada kondisi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar
dengan baik.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya dapat menjadi stimulan dalam
mempercepat pengentasan permasalahan masyarakat, baik dengan memberikan bantuan
pemilikan sumber daya, mempermudah akses, atau menerapkan peraturdn tertentu. Wujud
kebijakan publik yang ada secara nasional misalnya Program Nasional Pengembangan
Masyarakat (PNPM), BOS (Biaya Operasional Sekolahy, Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin dan lainnya. Wujud lain dari kebijakan gpubilik’adalah kebijakan pembangunan
berbagai aspek kehidupan masyarakat (Syafi’s, 2008):

Kebijakan publik tidak selalu betsitat memberi sumber daya pada masyarakat, baik
secara langsung atau tidak langsung,tetapi juga melakukan pengurangan. Wujud kebijakan
publik tersebut adalah pencabutan sabsidi BBM, berdampak pada peningkatan harga pada
berbagai aspek kebutuhan, Terdapat berbagai ragam kebijakan publik yang memberikan
penjelasan bahwa kebijakan publik tersebut penting untuk mengatasi masalah masyarakat,
bukan sebaliknyd’ memunculkan permasalahan bagi masyarakat. Penelaahan kebijakan
publik yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dipastikan
mempunyai dampak yang signifikan atas pemecahan permasalahan masyarakat (Wahab,
2004:12).

Urgensi kebijakan publik sebagai ilmu pengetahuan untuk dipelajari mempunyai

tiga alasan, yaitu alasan ilmiah (sciencific reason), alasan profesional (professional reason)
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dan alasan politis (politic reason) (Suhamo, 2007:6). Hal tersebut akan diuraikan sebagai
berikut :

1. Alasan ilmiah; dalam rangka memperoleh pengetahuan yang luas atas asal

muasalnya, proses perkembangannya dan konsekuensinya bagi masyarakat.

2. Alasan profesional; menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik

guna memecahkan masalah sosial masyarakat.

3. Alasan politik; pemerintah mempelajari kebijakan publik dalam rangka dapat

merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat.

Penelitian ini masuk pada tiga kerangka alasan penfingnya melakukan kajian atas
kebijakan publik. Kebijakan publik dalam pendekatan ilfniahk mempunyai prosedur yang
jelas, faktor yang dibutuhkan dalam analisis® dan pertimbangan alternatif, sehingga
perkiraan hasil dalam memecahkan permasalahan/masyarakat dapat diperkirakan. Informasi
permasalahan dasar, kondisi sumber daya, kondisi sosial dan lainnya perlu dijadikan input
oleh pengambil kebijakan, sehingga” pemanfaatan hasil kerja aparatur negara yang

mempunyai fungsi terkait dapat dilakukan.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan puablik telah diberikan definisi pada uraian sebelumnya, selanjutnya yang
tergolong penting adalah bagaimana melaksanakan hasil dari rumusan kebijakan publik di
lapangan. Implementasi kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai tahap pelaksanaan,
pewujudan tujuan dan sasaran oleh semua pihak dalam menjalankan suatu kebijakan.
Impelemntasi kebijakan publik akan dapat lebih cepat dimengerti dengan menggunakan

bantuan model yang telah dikembangkan oleh para ahli.
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Model Edward Il menjelaskan implementasi kebijakan dengan menggunakan
model berikut.

Gambar 2.1. Model Edwards (1980).
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Terdapat empat komponen. dalari 'model tersebut, yaitu komunikasi, struktur
birokrasi, sumber daya dan(disposisi. Pengelolaan empat komponen tersebut akan
menentukan kualitas dari implermentasi kebijakan, yang tercermin dalam hasil atau keluaran
dari kebijakan terkait, “Komunikasi pada prinsipnya adalah penyampaian informasi,
sehingga semua‘pihak yang ada dalam organisasi, termasuk pelibatan pihak luar mengenai
bagaimana kebijakan akan dilaksanakan dan hasil yang akan dicapai. Komunikasi dalam
organisasi dan pihak luar akan dijalankan sangat tergantung pada struktur birokrasi yang
dibangun organisasi terkait.

Sumber daya mempunyai makna yang luas, termasuk nilai proyek atau dana yang
dianggarkan, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan serta bagaimana menerapkan pemberian
wewenang atau disposisi pada setiap jabatan, terkait dengan pelaksanaan proyek. Empat

komponen yang ada dalam model tersebut dibangun dengan hubungan imbal balik, bukan
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hubungan satu arah, sehingga kondisi dari salah satu komponen yang ada akan
mendapatkan penyesuaian, guna terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan bukan pada internal organisasi yang
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, tetapi bagaimaria Babinsa dilibatkan
dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Terjadi komunikasi/dengan pihak Babinsa
atau tidak pada setiap kebijakan yang ada pada desa atauwk¢lurdhan yang menjadi wilayah
teritorialnya. Penerimaan alokasi sumber daya dan'diSposisi dari dinas terkait pada
implementasi kebijakan publik, sehingga/ pihak” ekternal ini dapat memperkuat
implementasi kebijakan.

Berhubungan dengan uraian_di ‘atas, maka model implementasi kebijakan yang
relevan adalah model Daniel’Mdzmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam model ini
terdapat tiga variabel, yaitu

i. Variabel bebas findependent variable), yvaitu mudah tidaknya masalah yang akan
dikelola dapat dikendalikan, konteks ini memerlukan pemikiran bahwa variabel
bebas hendaknya muncul dalam perspektif mudah untuk diatur atau dikelola
dalam mewujudkan tujuan tertentu atau setidaknya ada peluang untuk
mengendalikannya

ii. Variabel antara (infervenning variable), yai kemampuan keputusan kebijakan
untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat

iil. Variabel terikat (dependent variable), 1ahapan dalam proses implementasi dengan
lima tahapan.

Pelibatan faktor eksternal terletak pada variabel antara, terkait dengan kemampuan

dalam mestrukturkan proses implementasi kebijakan secara tepat. Sumber daya yang

diperhatikan dalam implementasi kebijakan bukan hanya sumber daya internal, tetapi juga
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sumber daya esktemnal, baik masyarakat ataupun potensi lain yang dapat digunakan untuk
melipatgandakan pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil yang diwujudkan akan sesuai

dengan tujuan, bahkan lebih besar.

6. Potensi Babinsa }

Potensi mempunyai arti kata yang sepadan dengan “\Kdpasitas, kekuatan,

kemampuan, daya dan energi {(www.artikata.com, 2012). Aftikata tersebut diambil dari

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya dapat dinaknaysebagai kemampuan dalam
memberikan nilai lebih atau maksimal dari variabel\ujuan atas dasar pengelolaan fungsi
yang ada dari aparatur negara (berupa Babinsa)..Babinsa berada dalam naungan TNI AD
dengan visi :

1. Solid; setiap prajurit/Angkafan Darat dan sesamanya harus menyatu dan saling
membantu.

2. Profesional; melatih keterampilan taktik dan teknik kemiliteran yang
berlandaskan ‘pada jati diri TNI sebagai pejuang, Tentara Rakyat dan Tentara
Nasional Indonesia.

3. Modern: Prajurit TNI AD yang memiliki sikap dan cara berpikir serta cara
bertindak sesaai dengan tuntutan dan perkembangan situast.

4. Tangguli; Prajurit TNl AD yang berbudi luhur, mengharagai sesama manusia,
membela yang lemah, pantang menyerah, berani mempertanggungjawabkan apa
yang diperbuat dan apa yang tidak diberbuat.

5. Berwawasan Kebangsaan; prajurit TNI AD yang tidak berorientasi pada
kesukuan, agama dan golongan.

6. Dicintai Rakyat; Prajurit TNl AD harus manunggal dengan rakyat, mengingat
Angkatan Darat adalah tentara rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk
kepentingan rakyat (TNI AD, 2011).

Berdasarkan visi tersebut dijadikan sebagai ciri dari perilaku seluruh prajurit,
termasuk Babinsa. Fokus pada visi yang terakhir, maka TNI juga memposisikan diri pada

upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dalam konteks pemecahan masatah yang
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dihadapi oleh masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Kondisi negara yang aman dan
berdaulat penuh, maka perhatian penuh diberikan pada percepatan pewujudan visi yang
tersebut.

Babinsa mempunyai potensi yang besar dalam mewujudkan visi yang terkait dengan
dicintai rakyat dalam terapan berjuang bersama rakyat dan untuk(kepentingan rakyat.
Konteks tersebut dalam aspek ekonomi dan sosial atau permiasalahan kebutuhan dasar
masyarakat. Babinsa mempunyai lima tugas utama, salab/satunya adalah menjadi sumber
informasi mengenai kondisi sosial ekonomi wilayah atad lekasi tugasnya. Babinsa bertugas
di tingkat desa dan kelurahan, sebagai ujung.tombak permasalahan soaial ekonomi
masyarakat (TNI AD, 201 1).

Potensi penting Babinsa adalah sumber informasi yang dibutuhkan oleh organisasi
publik (kebijakan publik pemeristah pusat ataupun daerah). Informasi dibutuhkan dalam
setiap perumusan kebijakan \publik agar relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh
msyarakat, kesesuaian dengan kondisi SDM, SDA dan SDB di daerah terkait. Konsep ini
secara jelas dalam model sistem dan model proses perumusan kebijakan publik (Syafi’i,
2008).

Keberadaan Babinsa (Bintara Pembina Desa) perlu dioptimaltkan pada setiap desa
dan kelurahan dengan cara memiliki ruang kerja pada setiap kantor lurah
(www.haluankepri.com, Mei 2012). Kerja yang dilakukan oleh Babinsa bukan hanya kerja
yang berhubungan dengan ketahanan dan kedaulatan negara, tetapi melakukan koordinasi

dengan kepolisian dan memberikan dukungan atas kerja organisasi publik lainnya. Kondisi
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ini dapat direalisasikan dengan memaksimalkan keberadaan Babinsa, baik secara kuantitas
dan kualitas dailam makna kesadaran atas posisi dan fungsinya dalam mendukung kebijakan
publik.

Potensi Babinsa akan dapat optimal dalam kebijakan publik, apabila secara internal
para Babinsa peka dalam melaksanakan tugas serta adanya kesaddran dari seluruh
organisasi publik untuk melakukan koordinasi sebelum mengarnbil kebijakan publik secara

aktual (www.lensaindonesia.com , Maret 2012). Konteks aktual bagaimana Babinsa dalam

menjalankan tugasnya serta bagaimana organisasi{ publik memanfaatkannya dalam

merumuskan setiap kebijakan publik perlu mefidapatkan penelahaan secara mendalam.

B. Kerangka Berpikir

Pemerintah sebagai pihak yang mengelola sumber daya dan keuangan negara
mempunyai kewajiban merumaskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan
yang dihadapi oleh hasyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial (pendidikan dan
keschatan) serta aspek lainnya. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan muncul sebagai
stimulan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi ini hanya
dapat terwujud dengan baik, jika kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sesuai
dengan permasalahan dan potensi sosial ekonomi yang ada di wilayahnya.

Kecenderungan kebijakan yang ada selama ini lebih bersifat rutinitas atau
pengulangan dari kebijakan yang ada sebelumnya, tercermin dan fakta yang ada dan hasil

riset peneliti sebelumnya. Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat selalu
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muncul pengaspalan dan sejenisnya, sehingga tidak memberikan stimulan yang nyata bagi
masyarakat dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan
yang rendah.

Perlu dilakukan kajian peran dari aparatur negara yang memiliki fungsi untuk
menghimpun data permasalahan sosial ekonomi, potensi SDA, SDM| dafi SDB pada suatu
wilayah. Aparatur tersebut adalah Babinsa, selanjutnya analisis\yang mendalam mengenai
bagaimana tugas Babinsa dijalankan dan bagaimana) perannya dilibatkan dalam
merumuskan kebijakan oleh organisasi publik yangadadi#vilayah kerjanya.

Temuan atas dua aspek di atas dijadikdn dasar'untuk memberikan solusi bagaimana
pemanfaatan kerja Babinsa oleh organisasi publik yang ada. Konteks ini sangat diperlukan
agar organisasi publik yang ada/ dapat melakukan kerja bukan hanya dengan melihat
kondisi intemnal organisasi, tetapi juga organisasi publik lain, sehingga terjadi multiflier
effect atas manfaat dari-keberadaan suatu bidang tugas. Lengkapnya uraian ini dirumuskan

dalam model kerangka Ronseptual sebagai berikut.
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

Permasalahan Kebijakan dari Organisasi
sosial, ekonomi Publik -
masyarakat
- Pengenalan masalah*

- Perumysan agenda
- - Formuiasi kebijakan

A 4 . .
Peran Babinsa -+, Adopsi keblj?kan
-~ Implementasi

“pengumpul dan pemeliharaan .. *
data potensi sosial ekonomi; kebijakan
SDA, SDM, dan SDB serta

Evaluasi kebijakan*
Sumber Santoso (2010)

permasalahan didalamnya
r
Pengenalan pelaksanaan” tugas Pemanfaatan
dan hambatan /Babinsa dalam Babinsa sebagai
. sumber informast,
menjalankan tugas. s implementasi, dan
evaluasi kebijakan
. Rumusan kebijakan menjadi

sttmulan bagi masyarakat untuk
lepas dari masalah ekonomi dan
sosialnya

Sumber: diadopsi dari Santoso (2010), Syafi’i, (2008), Dunn (2003) dan konsep kebijakan
publik lain.
Keterangan : *Tahapan perumusan kebijakan yang dianalisis.
Model rumusan kebijakan yang digunakan dengan model proses, potensi Babinsa

dapat digunakan mulai dari awal perumusan kebijakan sebagai sumber informasi,
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selanjutnya berperan dalam menguatkan implementasi dan memberikan bantuan dalam
evaluasi kebijakan. Hasil kerja empiris dan proses kerja selanjutnya pada Babinsa dapat
digunakan oleh organisasi publik dalam merumuskan kebijakannya guna memecahkan

permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
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BAB HI

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain atau rancang penelitian ini sebagai penelitian eksploratif. Penelitian
eksploratif merupakan penelitian yang bersifat menemukan atas fenGrmiena permasalahan
yang dikaji (Umar, 2008). Desain penelitian ini lebih mengufarmakan temuan di lapangan,
sementara konsep teori yang digunakan hanya sebdgail pedoman dalam menemukan
keterkaitan antar penomena temuan.

Temuan dalam penelitian di atas akan dijustifikasi dalam makna kesesuaian dan
ketidaksesuaiannya dengan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap uraian
temuan atas suatu variabel akan)dilengkapi dengan konsep teort dan hasil penelitian
terdahulu. Desain penelitian dalam ranah eksploratif diarahkan pada peran Babinsa dalam
perumusan kebijakan jpublik, hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi tersebut
serta peran implementasi kebijakan publik sebagai wujud pelibatan dari organisasi pubtik

yang ada di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para Babinsa Kodim 1606/Lombok Barat yang
dilaksanakan secara acak yang menurut peneliti (atas dasar pengamatan awal) dapat
mewakili para Babinsa dalam memberikan informasi yang dibarapkan dalam pedoman

wawancara yang telah disusun peneliti. Sumber informasi dalam penelitian kualitatif
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diupayakan dari informan dengan konsep pencarian informasi dihentikan jika telah
diperoleh informasi yang seragam. Konteks keseragaman tersebut per wilayah (Kota
Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten lLombok Utara). Konsep dasar
perlakuan seperti ini, karena setiap daerah otonom mempunyai spesifikasi informasi,
termasuk dalam perumusan kebijakan publik. Inforrnan dalam penelitian ifit adatah Babinsa
yang bertugas di wilayah Kodim [606/Lombok Barat, Danrafnil, fokoh masyarakat dan
aparatur desa di wilayah kerja 1606/Lombok Barat.

Informasi dari informan di atas (Babinsa) akam didukung melalui wawancara
dengan beberapa kepala desa sebagai mitra kéria dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
desa dan beberapa Danramii sebagai(atasan Babinsa dalam melaksanakan tugas di
pemerintahan desa. Para informan_tersebut diharapkan dapat memberikan informasi
tambahan dan sekaligus sebagai Kenia cross check dalam pengumpulan data atau informasi.
Terapan cross check tersebut sébagai wujud triangulasi dalam pengumpulan data, sehingga

informasi yang ditampifkan hanyalah informasi yang valid.

C. Instrumen Penelitian
Informasi indikator penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator dan Instrumen Penelitian

No. Indikator Instrumen
I Peran Babinsa - Fungsi normatif
- Hasil kerja selama satu tahun terakhir
- Rekapitulasi permasalahan sosial ekonomi desa
- Rekapitulasi potensi desa; SDA, SDM, dan DB
2. Pelaksanaan fungsi | - Tempat kerja
Babinsa - Kerja operasional yang dijalankan
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- Kerja konseptual yang dijalankan; termasuk
rekapitulasi

- Pertanggungjawaban

- Koordinasi

- Faktor pendukung dan penghambat kerja serta peran
bagi organisasi publik

3. Kebijakan Publik | - Pencarian informasi oleh Organisasi publik
— Penguatan implementasi melalui kobrdinasi kerja
- Penguatan evaluasi melalui pelibatan

Instrumen atau indikator di atas dijadikan sebagai bahan/pértanyaan atau item untuk
menyusun kuesioner. Penelitian ini, dapat saja terjadi péngembangan komponen pertanyaan
tergantung pada hasil wawancara dengan responden. Hal ini memungkinkan, karena akan
dilakukan wawancara mendalam dengan reSpendén (Babinsa, dan aparatur desa serta jika
memungkinkan dengan perumus kebijakan” di organisasi publik). Konsep penentuan
instrumen secara statis akan mefnbatasi temuan dalam penelitian. Berbagai indikator yang
disusun dapat dinyatakan sebagai temuan pokok, sehingga perlu diberikan kesempatan
munculnya indikator faif. dalam rangka memperdalam dan memperluas hasil temuan.

Konteks ini sebagai keunggulan dari desain penelitian kualitatif.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dengan mendesain hasil observasi, wawancara dengan
responden serta aspek yang terpenting adalah kerja cross check sumber informasi. Prosedur
yang dijalankan adalah :
1. Pembentukan tim wawancara, khususnya kepada informan Babinsa Kodim 1606/

Lombok Barat.
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2. Melakukan wawancara mendalam dan observasi mengenai nitinitas kerja Babinsa
Kodim 1606/Lombok Barat diwilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk temuan
atas hambatan dalam pelaksanaan tugas serta pelibatannya dalam tahap
implementasi kebijakan publik oleh organisasi publik yang ada di wilayah kerjanya.

3. Melakukan telaah atas kerja yang dihasilkan Babinsa Kodim (1600/Lombok Barat
berhubungan dengan pengumpulan dan pemeliharaan ) data potensi dan
permasalahan ekonomi sosial, SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya. Kerja
tersebut untuk memberikan jaminan bahwa ‘pard Babinsa mempunyai sumber
informasi yang potensial untuk mendukyng perumusan kebijakan publik.

4. Melakukan wawancara dengan Babirsadan aparatur desa mengenai koordinasi
kerja yang dijalankan selama ini.\Koordinasi tersebut mulai dari tahap perumusan
kebijakan publik dan tahap implementasi kebijakan publik.

5. Melakukan wawantara” dengan Babinsa mengenai peran aktifnya dalam
memberikan koniribusi untuk perumusan kebijakan publik

6. Melakukan“wawancara dengan Babinsa mengenai pelibatannya oleh organisasi
publik dalam perumusan kebijakan publik, penguatan implementasi dan evatuasi.

7. Melakukan wawancara dengan perumusan kebijakan publik di dinas dan lembaga
yang ada mengenai sumber informasi yang digunakan, penguatan pelaksanaan dan

evaluasi dengan melibatkan kerja Babinsa.
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E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
berarti mengandalkan temuan dan kemampuan dalam melakukan analisis. Analisis
dilakukan atas fakta yang ditemukan serta melakukan konektivitas dengan konsep teori dan
hasii riset terdahulu. Modal yang digunakan sebagai bahan analisis(adajah konsep teori
untuk menyatakan temuan atau fakta empiris memberikan dampak’ pada perumusan
kebijakan publik yang baik atau tidak.

Tahap awal dalam rangka sistematiknya analisis'datd dilakukan dengan memberikan
deskripsi atas temuan mengenai pelaksanaan tugas Babinsa, hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan tugas, rekapitulasi hasil kerja berhabungan dengan potensi ekonomi sosial
serta kondisi SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya. Memberikan deskripsi temuan
tersebut tidak hanya dari satw sumnber, tetapi juga sumber lain dalam konteks kerja cross
check atau proses triangulasidalam pendekatan kualitatif (Moleong, 2000:175).

Deskripsi juga—diberikan mengenai kerja aktif Babinsa dalam memberikan
informasi pada perimus kebijakan publik serta kerja perumus kebijakan publik dalam
memanfaatkan Babinsa sebagai sumber informasi (pengenalan masalah). Proses ini lebih
bersifat deskripsi temuan, begitu juga dengan kerja yang melibatkan Babinsa oleh perumus
kebijakan dalam penguatan implementasi kebijakan dan membantu dalam merumuskan
evaluasi dari kebijakan publik terkait.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan analisis dengan menggunakan dasar normatif

kerja Babinsa, proses perumusan kebijakan yang efektif untuk melakukan kajian atas fakta
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empiris perumusan kebijakan publik di wilayah kerja Kodim 1606/ Lombok Barat, berarti
berada pada wilayah kerja daerah otonom Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan
Kabupaten Lombok Utara. Analisis terakhir adalah melakukan kajian untuk memberikan
solusi mengenai pelaksanaan tugas Babinsa secara spesifik pada tugas pengumpulan dan
pemeliharaan data potensi ekonomi s_osial, SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya serta

solusi dalam meﬁgoptimalkan proses perumusan kebijakan publik,
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Babinsa dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pengarahén.langsung yang
diberikan oleh Danramil, ragam koordinasi dengan apafat“di desa dan secara
langsung bersosialisasi dengan masyarakat guna menjalankan fungsi ketahanan
nasional, inventarsasi dan pemeliharaan SDA, SDM'dan SDB serta ragam kegiatan
lain untuk lebih mengenal potensi yang ada di wilayah binaan. Babinsa memberikan
laporan secara rutin pada Danramil.sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas.

Babinsa di wilayah Kodim 160G6/Lombok Barat mempunyai potensi yang besar
terkait dengan sumber informasi, penguatan implimentasi kebijakan dan evaluasi
kebijakan yanghada di wilayah binaan. Fakta yang ada organisasi publik sebagai
perumus ‘kebijakan (Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda dan
organisasi publik lainnya) tidak menggunakan potensi tersebut sebagai sumber
informasi dan evaluasi kebijakan. Penguatan dalam implementasi kebijakan di
wilayah binaan Babinsa sebagai wujud inisiatif kerjanya secara mandiri dan hasil

koordinasi dengan aparat desa serta pengarahan dari Danramil.
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2. TNI melalui tugas Babinsa telah membuka diri dengan organisasi publik, tetapi

organisasi publik belum optimal dalam menggunakan potensi yang ada dalam
aparatur negara pada lintas departemen.
Tugas Babinsa dalam kondisi ketahanan yang aman atau normal akan lebih identik
sebagai fungsi riset dan sekaligus sebagai pendamping di masyarakat, sehingga
diperlukan bantuan media kerja dan sekaligus pengetahuan serta” keterampilan
dalam penggunaannya. Hal tersebut muncul sebagai penghambat, tetapi penghambat
utama dalam hubungan dengan perumusan kebijakan pablik adalah keengganan
organisasi publik untuk bekerja lintas departemén. Motto TNI masih berjalan
sepihak, tetapi organisasi publik belurh_mengarah pada upaya manunggal dengan
TNI dalam mempercepat pengentésan masalah dasar masyarakat.

3. Keberadaan Babinsa di desa~dan kelurahan telah dimanfaatkan oleh organisasi
publik lain untuk mplementasi, dalam arti ikut terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan publik tersebut. Fakta yang ada hanya sekedar menguatkan, tanpa alokasi

sumber daya dan pemberian wewenang secara khusus.

B. Saran
Saran dalam penelitian ini adalah :
I. Potensi Babinsa tergolong tinggi berhubungan dengan pengenalan masalah wilayah
binaan. Apabila suatu organisasi publik hendak merumuskan kebijakan pada satu

desa atau kelurahan, maka sangat penting melibatkan Babinsa, tetapi jika dalam
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wilayah yang lebih luas dapat melibatkan Danramil, karena ragam informasi dari
para Babinsa telah diberikan pada atasannya.

Seluruh aparatur negara, sekor publik ataupun ketahanan nasional (TNI) mutlak
secara optimal digunakan untuk mempercepat pengentasan masalah dasar untuk
mewujudkan kesejahteraan, tentu hanya dapat digunakan melalui perumusan
kebijakan publik. Koordinasi lintas sektoral dalam menciptakan kebijakan publik,
mulai tahap perumusan sampai evaluasi sangat perlu dijadikan cini dari kerja dalam
pemerintahan d: Indonesta.

2. Upaya untuk mengatasi masalah kerja BabinSa, maka untuk waktu dekat dilakukan
pengusulan belanja modal berupa ldptep dan modem serta pelatihan dalam
penggunaannya, terutama dalam Jerangka kerja riset dan pendamping masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya dapat(melaktkan penelitian secara spesifik atas persepsi
masyarakat atas kerja, ‘Babinsa, dihubungkan dengan aksi langsung dalam
memecahkan perfnasalahan dasar masyarakat. Konteks tersebut untuk melengkapi
keterbatasan _‘penelitian ini yang hanya fokus pada bagaimana Babinsa dalam
menjalankan tugas, penyertaannya dalam perumusan kebijakan, implementasi dan
evaluasi oleh organisasi publik serta temuan faktor penghambat dan pendukung

dalam pelaksanaan pekerjaan.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK;
(Studi Pada Wilayah Kodim 1606/ Lombok Barat)

A.IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama
2. Umur
3. Pendidikan

4. Pangkat
* Pendidikan jika responden non Babinsa

B. PERAN BABINSA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Fungsi normatif yang dijalankan olech~Babinsa, terkait dengan jawaban yang
diberikan bukan atas dasar pedoman dalam uraian jabatan atau perundangan:

2. Hasil kerjarbabinsa terkait dalam satu tahun terakhir :

3. Rekapitulasi permasalahan sosial (pendidikan dan keschatan) di desa babinsa

bekerja :
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4. Rekapitulasi permasalahan ekonomi di desa babinsa bekerja :

5. Rekapituiasi potensi (SDA, SDM, dan SDB) didesa babinsa bekerja

C. PELAKSANAAN FUNGSLBABINSA

1. Tempat kerja selamaini :

2. Bentuk kerja operasional yang dijalankan :
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3. Bagaimana pertanggungjawaban pekerjaan secara vertikal? :

4. Bagaimana koordinasi kerja dijalankan dengan aparatur desa dan ‘grganisasi lainnya
(pertanyaan dapat terus diperdalam)? :

5. Apa pendukung pelaksanaan kegiatannya (Babinsa) selama ini :

6. Apa penghambat'pelaksanaan kegiatannya (Babinsa) selama ini :

7. Apa pendukung dan penghambat dalam peran babinsa berkontribusi pada
perumusan kebijakan oleh organisasi publik
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D. KEBIJAKAN PUBLIK

I. Apa ada dan bagaimana bentuk pencarian informasi oleh organisasi publik
(pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seperti Deprindag dan BAPPEDA) pada
peran bapak sebagai Babinsa :

2. Pada setiap bentuk kebijakan peferintah desa dan organisasi publik lainnya, apa
ada yang menyertakan Babinsadalam memperkuat implementasinya :

3. Apa ada organisasi publik (aparatur desa dan lainnya) dalam meminta informasi
Babinsa dalam melakukan evaluasi atas suatu kebijakan publik :
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4. Apa yang bapak kehendaki dalam pelaksanaan tugas, dihubungkan dengan
keberartian fungsinya bagi masyarakat melalui kerja yang dijalankan organisasi
publik :

*Item dalam pertanyaan D, juga dapat dicross check ‘dengan” aparatur desa dan
organisasi publik lain di setiap wilayah kerja Babinsa
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Bangku Kerja
No Nama Pangkat Desa/ Kelurahan Binaan | di Kantor Desa Lokasi Kerja
/Kelurahan

1 | Sujudi Serma Kel. Cakra Barat Ada Lapangan
2 | [ Wayan Ngenteg Sertu Kel. CakraSelatan Ada Lapangan
3 | Adul Kasim Serma Kel. Sayang-sayang Ada Lapangan
4 | [ Ketut Wiliana Serka Kel. Krg Taliwang Ada Lapangan
5 | Silahudin Serka Kei. Mayura Ada Lapangan
6 | Hada Umar Serma Kel. Cakra Utara Ada Lapangan
7 | Suhermanto Serma Kel. Dsn Cermen Ada Lapangan
8 | Wiyarto Serma Kel. Abian Tubuh Adz Lapangan
9 | Abdilah Sertu Ds Pemenang Timur Ada Lapangan
10 [ Ali Sertu Ds Tegal Maja Ada Lapangan
i1 | I Komang Diama Serma Ds Jenggala Ada Lapangan
12 | Saipuddin Sertu Ds Gondang Ada Lapangsn
i3 | Muhamad Baihaqg Serma Ds. Mumbwulsari Ada Lapangan
14 | Samsudin Serda Ds. Senard Ada Lapangan
15 | Supriyadi Serma Ds. Sukadang Ada Lapangan
16 | Tambe Serka Ds/Bayan Tidak ada Lapangan
17 | Munawar Serda Ds. 'Saniong Ada Lapangan
18 | Md Sudiartawan Serma Ds, Anyar Ada Lapangan
19 | Sukardi Serka D5 Kayangan Ada Lapangan
20 | I Ketut Amama Sertu Ds, Senaru Tidak ada Lapangan
21 | Pramono Seérmd Desa Bajur Tidak ada Lapangan
22 | I Nyoman Kartika Serma Ds Jagaraga Indah Ada Lapangan
23 | Ahmad Serda Ds Bengkel Ada Lapangan
24 | Wage Rudolf'S. Serka Ds Kuripan Ada Lapangan
25 | Aminullah Serda Ds Beleka Tidak ada Lapangan
26 | M. Arief Sugthartione | Serma Kel. Monjok Ada Lapangan
27 | Hariyanto Serma Kel. Karang Pule Ada Lapangan
28 | Siswanto Serka Kel. Jempong Baru Ada Lapangan
29 | Marhaban Serma Kel. Dsn Agung Br Tidak ada Lapangan
30 | AgusJamil Serma Desa Pelangan Ada Lapangan
31 | Mohamad Saleh Serma Ds. Gunungsari Ada Lapangan
32 | 1Putu Wijaya Serka Ds. Batulayar Ada Lapangan
33 | Muhamad Pelda Ds. Gegerung dan Tidak ada Lapangan
34 | Abdul Hamid Serma Ds. Krg Bayan Ada Lapangan
35 | Syahruddin Jibril Pelda Ds. Duman Ada Lapangan
36 | Ruslan Adi Toyo Serma Ds. Segerongan Ada Lapangan
37 | Saiful Bahr Serka Ds. Langko Ada Lapangan
38 | Zaenal Abidin Pelda Ds. Nyurlembang Ada Lapangan
39 | I Ketut Susila Serka Ds. Dasan Tereng Ada Lapangan
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40 | Nursamin Ds. Tanak Beak Ada Lapangan
41 | IMade Bratha Ds. Batu Mekar Ada Lapangan
42 | Muhazzabul Karim Ds Sesaot Ada Lapangan
43 | Budhi Sujarwo Ds. Sembung Ada Lapangan
44 | Sudirman Ds. Lembuak Ada Lapangan
45 | Dewa Nym Sayang Ds. Narmada Ada Lapangan

Keterangan : * Kerja di lapangan mempunyai makna tergantung pada kebutuhan
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Lampiran 3. Hambatan dalam Pelaksanasn Tugas Babinsa Berhubnngan dengan Inventaris Potensi
Wilayah Binaan dan Aspek Non Hankamnas di Kodim 1606/Lombok Barat.

No. Nama Masalah/Hambatan
} | Sujudi Dibutuhkan media kerja, pelatihan mendalam
2 | I Wayan Ngenteg Alat dan skill
3 | Adul Kasim Media kerja
4 | I Ketut Wiliana -

5 | Silahudin Media kerja, pengetahuan dan dukungan dari instansi
¢ | Hada Umar -

7 | Suhermanto Skil

8§ | Wiyarto -

9 | Abdilah Pengetahuan

10 | Ali Media kerja

11 | I Komang Diama Kebersamaan

12 | Saipuddin Kebersamaan

13 | Muhamad Baihagi Persamaan komitmen
14 | Samsudin -

15 | Supriyadi Media kerja

16 | Tambe Alat dan skiil

17 | Munawar Kebersamaan

18 | Md Sudiartawan Media/keria

19 | Sukardi -

20 | I Ketut Amama -

21 | Pramono Mediz kerja

22 | I Nyoman Kartika J

23 | Ahmad 4

24 | Wage Rudolf §. Kebersamaan

25 | Aminullah -

26 | M. Arief Sugihartono Media kerja

27 | Hariyanto -

28 | Siswanto -

29 | Marhaban Dukungan semua pihak
30 | Agus Jamil -

31 | Mohamad Saleh Media keria

32 | I Putz Wijaya -

33 | Muhamad Media kerja

34 | Abdul Hamid Media kerja

35 | Syahruddin Jibril Media kerja

36 | Ruslan Adi Toyo Media kerja

37 | Saiful Bahri Media kerja

38 | Zaenal Abidin Media kerja

39 | 1 Ketut Susila Pengetahuan, pendidikan

3
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Nursamin

41

1 Made Bratha

Pengetahuan, pendidikan

42

Muhazzabul Karim

43

Budhi Sujarwo

Sudirman

45

Dewa Nym Sayang

Media kerja
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Lampiran 4. Pengalaman dalam Hubungan dengan Instansi Lain pada Babiusa di Kodim 1606
Lombok Barat

No. Nama Tahap Kebijakan Publik di Desa Binaan
Pencarian Informasi Implementasi Evaluasi Kebijakan

1 Sujudi + + -
2 | 1 Wayan Ngenteg - + -
3 | Adul Kasim - + _
4 | | Ketut Wiliana . + -
5 | Silahudin + + -
6 | Hada Umar - + -
7 Suhermanto - + .
8§ | Wiyarto - + -
9 | Abdilah - 4 -
10 | Ali - + .
11 | ¥ Komang Diama - + _
12 | Saipuddin - + -
13 | Muhamad Baihaqi - + -
14 | Samsudin + + -
15 | Supriyadi - + i
16 | Tambe i " N
17 | Munawar + + -
18 | Md Sudiartawan N + .
19 | Sukardi p + -
20 | I Ketut Arnama - + -
21 | Pramono - + -
22 | I Nyoman Kartika - + N
23 | Ahmad - + -
24 | Wage Rudolf' S, - + -
25 | Aminullah - + -
26 | M. Arief Sugihartono - + -
27 | Hariyanto - + -
28 | Siswanto - + -
29 | Marhaban - + -
30 | Agus Jamil - + -
31 | Mohamad Salch - + -
32 | 1Putu Wijaya - + -
33 | Muhamad - + -
34 | Abdul Hamid - + -
35 | Syahruddin Jibril - + N
36 | Ruslan Adi Toyo - + -
37 | Saiful Bahri - + -
38 | Zaena) Abidin - + -
39 | I Ketut Susila - + -
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40 | Nursamin +
41 | I Made Bratha +
42 | Muhazzabui Karim +
43 | Budhi Sujarwo +
44 | Sudirman +
45 | Dewa Nym Sayang +
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